Yang Tersisa Pasca Perjanjian Helsinki:Quo Vadis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah Istimewa Aceh by Pradityo, Randy et al.
SURYA KEADILAN 
Universitas Muhammadiyah Bengkulu  
P-ISSN   : 2599-2252 
Volume : Vol. 1, No. 1, November 2017 
 
Yang Tersisa Pasca Perjanjian Helsinki:Quo Vadis Penegakan Hukum dan Hak 
Asasi Manusia (HAM) di Daerah Istimewa Aceh 
What Remains After The Helsinki Agreement: Quo Vadis Law Enforcement and Human 
Rights (HAM) in the Special Territory of Aceh 
 
Randy Pradityo1, Hendri Padmi2 dan Rasyid Ridha Saragih3 
1,2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu  
Email: 1randy_pradityo@yahoo.com, 2hendri.padmi@gmail.com 
3Asisten Pengacara Publik YLBHI-LBH Jakarta, Email : rasyid.ridha15@gmail.com. 
 
ABSTRAK 
Pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara 
pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)terdapat beberapa kebijakan 
yang sudah di sepakati dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh, 
danhampir semuanya tidak mampu terimplementasi, seperti wewenang mengatur 
pemerintahan sendiri (self-government) yang justru membatasi pemerintahan aceh, 
pembentukan Pengadilan HAM, Pembebasan Tahanan politik atau Napi politik, 
pembentukan KKR, dan Komisi Klain korban konflik. Hal ini terkendala karena semuanya 
harus menunggu turunan aturan peraturan perundang-undangan, dan inilah yang 
membuat Aceh merasa dirugikan secara hukum dan penegakan HAM. Maka dari itu, 
diperlukan perumusan turunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
berbagai permasalahan hukum di Aceh. Selain itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat 
lokal atau tokoh masyarakat Aceh didalam setiap proses pengambilan keputusan dan 
terus mengobarkan semangat rekonsiliasi dalam rangka penegakan HAM di Aceh. 
Kata kunci : Perjanjian (MoU) Helsinki, Penegakan Hukum,Hak Asasi 
Manusia (HAM), Aceh. 
 
ABSTRACT 
After the signing of the Helsinki Memorandum of Understanding (MoU) between the 
Indonesian government and the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka / GAM) 
there are several policies that have been agreed in the Helsinki MoU and the Law of 
Aceh Government, and almost all of them are incapable of implementation, 
government) that limits the Aceh government, the establishment of a Human Rights 
Court, the release of political prisoners or political prisoners, the establishment of a 
TRC, and the conflict victims Clinic Commission. This is hampered because all have to 
wait for the derivative of legislation rules, and this is what makes Aceh feel legally 
harmed and uphold human rights. Therefore, it is necessary to formulate derivative 
legislation relating to various legal issues in Aceh. In addition, it takes the participation 
of local communities or Acehnese community leaders in every decision-making process 
and continues to foster a spirit of reconciliation in the context of upholding human 
rights in Aceh. 
Keywords: Helsinki (MoU) Agreement, Law  Enforcement, Human Rights 
(HAM), Aceh. 
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PENDAHULUAN 
Pasca penandatanganan 
Memorandum of Understanding (MoU) 
Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang 
kemudian akan di implementasikan butir-
butirnya dalam Undang-Undang Nomor 
11 tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (UUPA), namun faktanya masih 
banyak hal-hal yang sudah disepakati 
tidak dilaksanakan dengan konsisten, 
bahkan dalam UUPA sendiri masih terjadi 
kesalahpahaman antara masyarakat, 
Pemerintah Aceh, DPR Aceh dan 
Pemerintah Pusat. 
Pasalnya, kekhususan yang 
diberikan untuk Aceh pasca adanya 
perjanjian MoU di Helsinki tersebut, 
ternyata belum dimasukan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 
Tahun 1945 yang menjadi dasar pijakan 
hukum atau konstitusi di Negara ini. 
Kekhususan Aceh seperti yang diatur 
dalam UUPA saat ini terbukti tidak peka 
terhadap permasalahan yang terjadi saat 
ini. Dimana pada setiap point 
keistimewaan Aceh dalam UU tersebut, 
selalu di ikuti dengan frasa sepertiakan 
diatur lebih lanjut dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada, yang 
tentunya dasar hukum tersebut haruslah 
berorientasi padasemangat dan jiwa 
baru pada keadilan dan kesejahteraan 
bagi warga, 1 namun hal ini justru 
sebaliknya, yang rentan menimbulkan 
benturan-benturan kepentingan serta 
berakhir dengan timbulnya konflik baru. 
Terlebih, beberapa kebijakan yang 
sudah di sepakati dalam MoU Helsinki 
dan UUPA pun tidak mampu 
terimplementasi, seperti wewenang 
mengatur pemerintahan sendiri(self-
government) yang justru membatasi 
pemerintahan aceh,pembentukan 
Pengadilan HAM, Pembebasan Tahanan 
politik atau Napi politik, pembentukan 
KKR, dan Komisi Klain korban konflik. Hal 
ini terkendala karena semuanya harus 
menunggu turunan peraturan 
perundang-undangannya, dan inilah 
yang membuat Aceh merasa 
dirugikanpada aspek hukum dan HAM-
nya. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
diatas, maka diperoleh rumusan masalah 
sebagai berikut : (1). Bagaimana 
penyelenggaraan pemerintahan Aceh 
Pasca Perjanjian Helsinki? (2) Bagaimana 
Realisasi Penegakan Hukum dan Hak 
1  Romli Atmasasmita, Hukum Pidana 
Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia, 
Bahan Pelatihan diseleranggarakan oleh Pusham 
UII Yogyakarta, tanggal 23 September 2005, 
halaman 5. 
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Asasi Manusia di Aceh Pasca Perjanjian 
Helsinki? 
PEMBAHASAN 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Aceh Pasca Perjanjian Helsinki 
Peraturan Perundang-undangan 
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan 
di Aceh telah diberlakukan beberapa 
tahun silam. Peraturan perundang-
undangan tersebut merumuskan tentang 
prinsip-prinsip Penyelenggaraan 
Pemerintahan di Aceh yang mempunyai 
keistimewaan tersendiri dibandingkan 
daerah-daerah lainnya dibawah naungan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). 
Aceh melalui pemerintahannya 
akan melaksanakan kewenangan dalam 
semua sektor publik yang akan 
diselenggarakan bersama dengan 
administrasi sipil dan peradilan, kecuali 
dalam bidang hubungan luar negeri, 
pertahanan luar, keamanan nasional, hal 
ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan 
kehakiman dan kebebasan beragama, di 
mana kebijakan tersebut merupakan 
kewenangan Pemerintah Republik 
Indonesia sesuai dengan Konstitusi. 
Pengecualian untuk bidang 
hubungan luar negeri diatas, terutama 
terkait dengan Persetujuan-persetujuan 
internasional yang diberlakukan oleh 
Pemerintah Indonesia yang terkait 
dengan hal ihwal kepentingan khusus 
Aceh akan berlaku secara Istimewa pula 
dengan terlebih dahulu melakukan 
konsultasi dan persetujuan legislatif 
Aceh. 
Selanjutnya, ada beberapa 
kebijakan atau regulasi yang berkaitan 
dengan Aceh harus melalui konsultasi, 
persetujuan atau masukan dari pihak 
legislative maupun eksekutif Pemerintah 
Aceh, seperti contoh Keputusan-
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia yang terkait dengan 
Aceh, maupun Kebijakan-kebijakan 
administratif yang diambil oleh 
Pemerintah Indonesia berkaitan dengan 
Aceh akan dilaksanakan dengan 
konsultasi dan persetujuan Kepala 
Pemerintah Aceh. Bukan hanya itu, 
Nama Aceh dan gelar pejabat senior 
yang dipilih pun akan ditentukan oleh 
legislatif Aceh. 
Kemudian, Perbatasan dan Luas 
Wilayah Aceh ditentukan dengan cara 
merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956 
lampau, yang merupakan dokumen 
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hukum kepemilikan pemerintah Aceh. 
Selain itu, Aceh juga memiliki hak untuk 
menggunakan simbol-simbol wilayah 
termasuk bendera, lambang, dan himne, 
serta Aceh berhak menentukan 
penyusunan kembali Kanun Aceh, 2  
tentunya dengan menghormati tradisi 
sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh 
serta mencerminkan kebutuhan hukum 
terkini Aceh. Begitu juga, terkait 
Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk 
dengan segala perangkat upacara dan 
gelarnya yang dikembalikan pada 
kewenangan Aceh. 
Jika dilihat secara cermat, prinsip-
prinsip penyelenggaraan pemerintahan 
Aceh atau pasal demi pasal MoU Helsinki 
yang mengatur tentang penyelenggaraan 
pemerintahan Aceh, tidak akan pernah 
ditemui istilah self-government bagi 
Aceh, tetapi justru terminologi inilah 
yang sampai saat ini menjadi pusaran 
debat antara Pusat dan elite Aceh, 
terutama tokoh-tokoh Aceh. 
Selama proses perundingan di 
Helsinki, memang terminologi self-
government sempat mengemuka, tetapi 
ditolak oleh Pemerintah RI. Pemerintah 
2 M. Rizwan Haji Ali dan Nezar Patria, Dari 
Kontak Senjata ke Kotak Suara: Peralihan 
Gerakan Aceh Merdeka ke Politik Elektoral, 
(Jakarta: Prisma, 2009) hlm. 110 
RI lebih cenderung menggunakan 
terminologi otonomi khusus, tetapi 
ditolak oleh GAM. Kedua belah pihak 
dihadapkan pada 2 (dua) pilihan sulit 
pada istilah otonomi khusus atau self-
government.3 
Akhirnya dicapai kompromi 
dengan menggunakan istilah Governing 
Aceh, yang merujuk kepada pengaturan 
tentang kewenangan dan 
kepemerintahan Aceh. Kedua belah 
pihak, Pemerintah dan GAM, dalam 
perundingan di Helsinki berupaya untuk 
menghindari penggunaan istilah self-
government dan otonomi khusus. Hal ini 
dimaksudkan agar kedua belah pihak 
tidak terjebak dalam perdebatan 
semantik yang justru akan menghalangi 
tujuan utama dan perundingan itu 
sendiri, yaitu perdamaian. Untuk 
mencapai perdamaian itulah akhirnya 
kedua belah pihak sepakat 
menggunakan istilah Governing Aceh 
atau Pemerintahan Aceh, bukan self-
government atau otonomi khusus, Dalam 
hal ini yang penting itu bukan terma atau 
kata kata yang digunakan dalam MoU 
Helsinki, tetapi bagaimana menjabarkan 
3Hasan Basri, Konflik Pemerintah Aceh Dan 
Pemerintah Pusat Pasca Mou Helsinki : Self-
Government, Jurnal Politika, Vol. 5 No. 1, 
Oktober 2014, halaman 4. 
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istilah Governing Aceh itu dalam aturan 
hukum dan perundang-undangan.4 
Selain itu, bahwa pembatasan 
kewenangan Pemerintah Aceh oleh Pusat 
melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 
2006 merupakan konsekuensi dan sistem 
negara kesatuan yang dianut oleh 
Indonesia. Berbeda dengan sistem 
federal, di mana daerah memiliki 
otonomi penuh karena adanya 
separation of power atau pemisahan 
kekuasaan antara Pusat dan 
Daerah.Dalam sistem negara kesatuan, 
daerah tidak memiliki otonomi penuh 
dan kewenangan tersendiri. 5  Relasi 
kekuasaan Pusat dan Daerah dalam 
sistem negara kesatuan ditandai dengan 
adanya sharing of power atau 
pembagian kekuasaan. 
4 Darmansyah Djumala, Soft Power untuk 
Aceh: Resolusi Konflik dan Politik 
Desentralisasi,(Jakarta: Geramedia Pustaka 
Utama, 2013), halaman 226-227 
5  Justru pemberlakuan daerah otonom 
merupakan pembaharuan administrasi negara. 
Membebaskan administrasi negara dari segala 
pengaruh politik. Penyusunan kembali organisasi 
administrasi negara. Menyiapkan dan 
memberdayakan daerah otonom untuk dapat 
menjalankan tatanan otonomi baru yang 
meletakkan titik berat penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah. Dalam kaitan dan 
pemikiran bentuk negara federal, perlu dibentuk 
Komisi Nasional untuk menyelidiki isu-isu 
diseputar federal dan juga otonomi daerah. Lihat 
Safri Nugraha dan kawan-kawan, Laporan Akhir 
Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan 
Yang Baik, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum 
Nasional RI, 2007) halaman 5. 
Dalam konteks hubungan Pusat 
dan Aceh, pembagian kekuasaan ini 
termanifestasikan dalam Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2006 yang masih 
membatasi kewenangan Pemerintah 
Aceh dalam proses pengambilan 
keputusan.PadaUndang-Undang Nomor 
11 tahun 2006yangmengatur tentang 
Pembatasan wewenang Pemerintah Aceh 
dengan jelas diatur dalam pasal-pasal 
berikut ini : 
a. Pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3,  
b. Pasal 251 ayat 3 dan  
c. Pasal 186 ayat 1 
Pembatasan kewenangan tersebut 
terletak pada kebijakan administratif 
kepemerintahan dan keputusan legislatif 
yang dilakukan oleh Pusat menyangkut 
Aceh tidak sepenuhnya atas persetujuan 
Pemerintah Aceh, tetapi hanya atas 
pertimbangan Pemerintah Aceh. Hal ini 
menunjukkan bahwa keputusan final 
mengenai kebijakan administratif dan 
legislatif mengenai Aceh tetap berada di 
tangan Pusat. 
 
Permasalahan dan Realisasi 
Penegakan Hukum HAM di Aceh 
Dalam Nota Kesepahaman GAM-
Pemerintah RI,  terminologi HAM diatur 
secara spesifik pada poin 2; pertama 
pemerintah RI akan mematuhi Kovenan 
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Sipil dan Politik dan Kovenan Ekonomi, 
Sosial, Budaya. Kedua, sebuah 
Pengadilan HAM akan dibentuk untuk 
Aceh. Ketiga, Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh 
KKR Indonesia dengan tugas 
merumuskan dan menentukan upaya 
rekonsiliasi. 
Ada catatan khusus untuk poin 
pertama, soal pemerintah akan 
mematuhi Kovenan HAM tersebut. 
Pemerintah sendiri menyatakan akan 
meratifikasi 2 (dua) kovenan utama HAM 
internasional. Pernyataan ini dibuat 
ketika Utusan Indonesia, Makarim 
Wibisono diangkat menjadi Ketua Komisi 
HAM PBB dan juga menjadi agenda dari 
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 
Manusia (RANHAM) 2004-2009 yang 
dilaksanakan 22-24 Agustus 2005. Tidak 
jelas apakah makna mematuhitersebut 
secara implisit menandai bahwa 
pemerintah akan segera meratifikasinya, 
atau pemerintah membuat mekanisme 
legislasihukum lainnya sesuai dengan 
prinsip yang cocok dengan 2 (dua) 
kovenan utama tersebut. Alangkah lebih 
baiknya poin ini didorong pada pilihan 
yang pertama, yaitu mendesak 
pemerintah segera meratifikasi kovenan 
tadi, apalagi dari segi jumlah, negara-
negara yang sudah meratifikasi 2 (dua) 
kovenan tadi jauh lebih banyak daripada 
yang belum.6 
Kedua, dalam konteks hukum 
positif Indonesia, kita telah memiliki 
Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia yang secara 
umum telah memasukkan tema-tema 
yang dicakup dua kovenan tadi. Bila kita 
memaknai bahwa persoalan Aceh adalah 
bagian dari bentuk pertanggungjawaban 
politik Indonesia di muka komunitas 
internasional, maka ratifikasi 2 (dua) 
kovenan HAM utama adalah sebuah 
pilihan paling tepat, apalagi tidak akan 
membawa konsekuensi yang meluas 
bagi hukum positif Indonesia. 
Untuk poin pengadilan HAM dan 
KKR, ada beberapa problem yang mesti 
dicermati. Pertama, tidak dijelaskan 
secara rinci apakah pengadilan HAM 
yang dimaksud dalam konteks hukum 
positif Indonesia atau dalam konteks 
tribunal internasional. Bila kita 
memahami konteks politik Indonesia, 
jelas konteksnya adalah pengadilan HAM 
nasional dan mengacu pada Undang-
6 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban 
Tindak Kekerasan (KontraS), Proyeksi 
Penegakkan HAM di Aceh Pasca Perjanjian 
Helsinki; Mengukur Kemampuan Penyelesaian 
Pelanggaran (Berat) HAM Masa Lalu di Aceh, 
(Jakarta: KontraS) halaman 1. 
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UndangNomor 26 tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM. Sementara untuk KKR 
jelas mengacu pada KKR nasional 
Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 
27 tahun 2004. 
Kedua, muncul perbedaan 
pendapat kasus apa yang akan 
diselesaikan lewat mekanisme 
pengadilan HAM dalam konteks MoU 
GAM-RI. Pihak GAM menginginkan 
semua kasus masa lalu (asas retroaktif), 
sementara pemerintah menginginkan 
hanya kasus yang terjadi pasca nota 
kesepahaman damai ini. Secara prinsipil, 
mengacu pada juridiksi internasional, 
memang untuk pelanggaran berat HAM 
berlaku prinsip retroaktif. Apalagi dalam 
konteks hukum positif Indonesia tentang 
Pengadilan HAM juga diatur dan diakui 
prinsip retroaktif tadi.7 
Ketiga, sudah jelas mekanisme 
KKR nasional yang dipakai. Problemnya 
hanya satu, dari 42 calon anggota (nanti 
dipilih 21) tidak ada satu pun yang bisa 
merepresentasikan Aceh. Maksudnya 
tidak ada kandidat yang punya rekam 
jejak kompetensi dan komitmen akan 
masalah Aceh. Namun perkembangan 
MoU RI-GAM ini bisa kita maknai bahwa 
KKR yang akan terbentuk seharusnya 
7Ibid, halaman 2. 
digarap secara seriusoleh semua pihak 
karenaada kebutuhan khusus soal Aceh, 
dan alangkah lebih baiknya mekanisme 
KKR yang cocok bagi persoalan Aceh 
dibentuk terpisah dengan KKR nasional. 
KKR lokal ini misalnya dibentuk di papua 
lewat Undang-UndangNomor 21 tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus Papua. 
Selain itu, bila mekanisme KKR dibuat 
untuk Aceh, lingkup waktu kasus yang 
bisa masuk KKR hanya periode 1945-
2000. Kasus-kasus yg terjadi antara 
2001-2005 (pra MoU) tidak bisa 
ditangani KKR. 
Keempat, secara prinsipil dalam 
konteks hukum positif RI, mekanisme 
Pengadilan HAM dan KKR merupakan 
mekanisme yang substitutif, saling 
alternatif satu sama lain, dan bukan 
komplementer. Jadi pilihan untuk 
menyelesaikan kasus pelanggaran berat 
HAM masa lalu hanya bisa menggunakan 
salah satunya. Bila semangat rekonsiliasi 
yang dikedepankan mungkin langkah 
kompromi yang bisa diambil untuk 
menyelesaikan pelanggaran HAM di Aceh 
adalah dengan menggunakan 
mekanisme KKR untuk semua kasus di 
bawah tahun 2000 dan menggunakan 
pengadilan HAM untuk semua kasus di 
atas tahun 2000. 
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Selanjutnya, saat ini kita perlu 
menakar sejauh mana MoU ini tidak 
hanya bisa menjadi sebuah upaya 
penyelesaian kasus-kasus pelanggaran 
HAM masa lalu yang terjadi di Aceh, 
namun juga melalui substansi MoU ini 
bisa mendorong agar mekanisme dan 
institusi pengadilan HAM dan KKR di 
Indonesia maju dan berkembang, 
setelah sebelumnya menjadi cercaan 
banyak pihak setelah kasus Timor Timur 
dan Priok gagal mendapat keadilan. 8  
Namun mengingat perdamaian pasca 
MoU lebih kontekstual mungkin kita 
mesti mempertimbangkan juga 
kemungkinan KKR bagi Aceh. 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Beberapa kebijakan yang sudah di 
sepakati dalam MoU Helsinki dan UUPA 
hampir semuanya tidak mampu 
terimplementasi, seperti wewenang 
mengatur pemerintahan sendiri (self-
government) yang justru membatasi 
pemerintahan aceh, pembentukan 
Pengadilan HAM, Pembebasan Tahanan 
politik atau Napi politik, pembentukan 
KKR, dan Komisi Klain korban konflik. Hal 
8J. Fabian Junge, Kesempatan Yang Hilang, 
Janji Yang Tak Terpenuhi: Pengadilan HAM 
Adhoc untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984, 
(Jakarta: KontraS, 2008) Halaman 37. 
ini terkendala karena semuanya harus 
menunggu turunan aturan peraturan 
perundang-undangan, dan inilah yang 
membuat Aceh merasa dirugikan secara 
hukum dan penegakan HAM. 
Saran 
Maka dari itu, diperlukan perumusan 
turunan peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan berbagai 
permasalahan hukum di Aceh. Selain itu, 
dibutuhkan partisipasi masyarakat lokal 
atau tokoh masyarakat Aceh didalam 
setiap proses pengambilan keputusan 
dan terus mengobarkan semangat 
rekonsiliasi dalam rangka penegakan 
HAM di Aceh. 
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